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Salinan P U T U S A N

Nomor 5109/Pdt.G/2020/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cibinong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat/tangal  lahir  Bogor/20  Desember  1978,  umur  41  tahun,

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tangal lahir Bogor/23 Agustus 1986,  umur 34 tahun, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman

di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat,  Tergugat  dan  memeriksa  alat-alat

bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  09

November 2020 yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

pada hari  itu  juga dengan register  perkara Nomor  5109/Pdt.G/2020/PA.Cbn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  akad  nikah

denganTergugat  di  wilayah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  xxx

Kabupaten Bogor, pada tanggal 10 April 2010,dan tercatat dalam Buku

Kutipan Akta Nikah No. xxx Tanggal 12 April 2010;  
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat  dan Tergugat  telah bergaul

sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai satu orang anak yang

bernama : xxx, Bogor, 03 September 2011;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, membina rumah tangga

bertempat  tinggal  bersama   di  xxx  Rt.001/004  Desa  Pamegarsari 

Kecamatan Parung  Kabupaten Bogor. 

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat  berjalan

rukun  dan  harmonis  akan  tetapi  sejak  tahun  2018  rumah  tangga

Penggugat  danTergugat  mulai  mengalami  kegoncangan  sering  terjadi

perselisihan dan percekcokan yang disebabkan antara lain : 

 Penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  ada

kecocokan,karena setiap ada masalah tidak pernah ada titik temu.

 Penggugat dan Tegugat sering beda pendapat, keinginan

penggugat dan Tergugat tidah pernah sejalan. 

 Perekonomian  kurang  lancar,  Tergugat  tidak  dapat

memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagaimana layaknya  ;  

 Tergugat kurang jujur dalam pengelolaan ekonomi keluarga

dan tidak terbuka. 

5. Bahwa puncak percekcokan tersebut terjadi 20 September 2020

dimana  terjadi  peristiwa  perselisihan  dan  percekcokan  yang

mengakibatkan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  pisah  rumah

hingga sekarang ;  

6. Bahwa Penggugat telah berusaha  untuk tetap mempertahankan

keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara

kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak

berhasil ;  

7. Bahwa dengan adanya perselisihan  dan percekcokan  tersebut,

kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak  dapat di

bina  dan  dipertahankan  lagi  dengan  baik  sehingga  tujuan  dari

perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (

SakinahMawaddahWarohmah ) tidak  dapat diwujudkan;  
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8. Bahwa  karena  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi 

perselisihan secara terus menerus, tidak  ada harapan untuk rukunlagi,

maka  cukup  alasan  untuk  diajukannya  gugatan  perceraian  ini

berdasarkan pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah No.9 tahun l975;  

      Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas  mohon kepada  Bapak Ketua

Pengadilan  Agama  Cibinong  Cq  Majlis  Hakim  agar  berkenan  menjatuhkan

putusan sebagai  berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) 

terhadap Penggugat  (Penggugat);  

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;  

Subsider:

    Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat

dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat

dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian

masing-masing;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  dan  Tergugat  yang  telah  hadir  sendiri  di  persidangan  telah

diperintahkan  oleh  Majelis  Hakim  untuk  melaksanakan  mediator,  kemudian

Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH telah berupaya mendamaikan

para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  telah  dibacakan  gugatan  Penggugat  yang  isinya

tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat  dengan  tidak  ada  perubahan  atau

penambahan;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut  Tergugat  telah

mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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 Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah

pada tanggal 10 April 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan xxx Kabupaten

Bogor;

 Bahwa  benar  setelah  menikah  Tergugat  dengan  Penggugat  tinggal

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

 Bahwa benar ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat

dengan Penggugat sejak 2018, akan tetapi hanya pertengkaran biasa;

 Bahwa  Tergugat  membantah  sebagian  penyebab  pertengkaran  yaitu

tentang  nafkah  memang  benar  kurang,  akan  tetapi  Tergugat  tetap

bertanggung jawab terhadap nafkah dan tidak benar Tergugat tidak jujur

dalam masalah keuangan;

 Bahwa  benar  puncak  perselisihan  rumah  tangga  Tergugat  dengan

Penggugat  terjadi  pada  bulan  September  2020  dan  sejak  itu  antara

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

 Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang,  bahwa atas  jawaban Tergugat  tersebut,  Penggugat  telah

mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah

mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

xxx  bertanggal  12  April  2010  yang  dikeluarkan  oleh  KUA Kecamatan  xxx

Kabupaten  Bogor,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  materai  cukup  dan  telah

dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang,  bahwa  atas  bukti  tertulis  tersebut,  Tergugat  menyatakan

tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang,  bahwa  selain  bukti  tertulis,  Pemohon  telah  pula

menghadirkan  2  orang  saksi  di  persidangan  yang  menerangkan  di  bawah

sumpah yaitu: 

1. saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 
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 Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  dan  memiliki  hubungan

dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat; 

 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri; 

 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2018, sudah tidak rukun

lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

 Bahwa,  yang  menjadi  penyebab  ketidakharmonisan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah

kepada Penggugat;

 Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang

lebih 3 bulan yang lalu;

 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

 Bahwa  saksi  menyatakan  tidak  sanggup  mendamaikan  kedua  belah

pihak;

2. Saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa,  saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon  dan  memiliki  hubungan

dengan Pemohon sebagai adik kandung Penggugat; 

 Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah pasangan suami  istri  yang

telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon; 

 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2018, sudah tidak rukun

lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

 Bahwa,  yang  menjadi  penyebab  ketidakharmonisan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang jujur kepada

Penggugat;

 Bahwa saksi lebih dari 5 kali melihat mereka bertengkar;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang

lebih 3 bulan yang lalu;

 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

 Bahwa  saksi  menyatakan  tidak  sanggup  mendamaikan  kedua  belah

pihak;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara

lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan

Tergugat  telah  mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya

menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  majelis

hakim  menunjuk  hal-hal  yang  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan

perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang,  bahwa berdasarkan alat  bukti  P berupa fotokopi  Kutipan

Akta Nikah Nomor  xxx, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan

dengan  aslinya,  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA

Kecamatan xxx Kabupaten Bogor, tanggal 12 April 2010, maka bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat

dipertimbangkan  sebagai  alat  bukti  yang  sah  yang  mempunyai  nilai

pembuktian;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  P  yang  termasuk  akta

autentik,  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat

mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap

Tergugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan

tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82

ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  nomor  3  tahun  2006
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tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal

131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak

berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Pelaksanaan Mediasi  di  Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk

mediator  yang  bernama  Alun  Brahma  Santi,  SH,  MH,  untuk  mendamaikan

Penggugat  dengan  Tergugat,  namun  upaya  perdamaian  melalui  mediasi

tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  masalah  dalam  perkara  ini  adalah

karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga

sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat

mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat teantang terjadinya pertengkaran dan

membantah sebagian penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah

merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang,  bahwa  meskipun  dalil  gugatan  Penggugat  telah  diakui

seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian

adalah sesuatu yang sakral, maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta

apakah  benar  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan

dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;  

  Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah

menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat

yaitu saksi 1 dan saksi 2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di

bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan

persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sejak 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang akhirnya  antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
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rumah  sejak  3  bulan  yang  lalu,  pihak  keluarga  juga  sudah  berusaha

mendamaikan para  pihak,  akan tetapi  tidak  berhasil,  keterangan saksi-saksi

tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan

Penggugat,  sehingga  sesuai  dengan  Pasal  172  HIR,  Majelis  Hakim

memandang  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah  terbukti  dan  dapat

menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  mengajukan  saksi-saksi  walaupun

sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang,  bahwa Mediator  dan Majelis  Hakim disetiap persidangan

juga telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  selama  dalam  persidangan  telah

menunjukkan  sikap  dan  keinginannya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  hal

mana berarti  Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak

telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi

bahwa  perkawinan  itu  telah  pecah,  sehingga  apabila  dipaksakan  untuk

mempertahankannya,  maka  patut  diduga  bahwa  hal  itu  akan  menimbulkan

mudlarat  yang  lebih  besar  dari  pada  manfaatnya  padahal  menolak

kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-

fakta tersebut diatas, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan

perkawinannya  dengan  Tergugat  apabila  tujuan  perkawinan  sebagaimana

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam dapat  diwujudkan  dalam kehidupan  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat;          

Menimbang,  bahwa  dari  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan diktum Pasal

1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 dapat  dipahami  bahwa salah  satu

unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan

batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan

tersebut  telah  terurai  dan  terlepas  dari  sendi-sendinya,  dengan  demikian
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majelis  hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  kedua  belah  pihak  telah

pecah  (broken  marriage)  dan  tidak  ada  lagi  harapan  untuk  dapat  membina

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  sebagaimana  yang

dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat

Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta sulit

untuk dipertahankan lagi;

Menimbang,  bahwa  rumah tangga  Penggugat  dengan Tegugat  telah

tidak dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim tidak mencari siapa yang menjadi

penyebab dari pertengkaran tersebut, akan  tetapi Majelis Hakim hanya melihat

bahwa rumah tangga tidak bisa dipertahankan  lagi, hal tersebut sesuai dengan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  534/K/Pdt/96

tanggal 18 Juni 1996; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  majelis  berpendapat  Penggugat  telah  berhasil  membuktikan  dalil

gugatannnya,  dan  gugatan  Penggugat  telah  sesuai  dan  memenuhi  maksud

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116

huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan  demikian  gugatan  Penggugat

dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan

talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara

sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

dan peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara

ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) 

terhadap Penggugat  (Penggugat);  

3. Membebankan kepda Penggugat untuk membayar biaya perkara 

in sebesar Rp. 376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari  Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan

dengan  tanggal  6  Jumadil  Awal  1442  Hijriyah  oleh  Dra.  Hj.  Detwati,  M.H.

sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji M.H. dan Drs. H. Abd Salam Hakim-Hakim

sebagai  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk

umum pada hari  Senin tanggal 04 Januari  2021 Masehi,  bertepatan dengan

tanggal  20 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.  dan Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dan  dibantu  oleh  Maksum,  S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

 Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. Dra. Hj. Detwati, M.H.

Ttd.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maksum, S.Ag.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,-

-  Biaya Proses : Rp 50.000,-
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-  Panggilan : Rp 260.000,-

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

-  Redaksi : Rp 10.000,-

-  Meterai : Rp                 6.000,-  

J u m l a h : Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Catatan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal ...................

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.
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